SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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15.
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20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



24.

25.

26.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2019 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Menetapkan :

dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

=

Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dengan rincian sebagai

berikut :

a. Pendapatan Daerah.......... Rp 962.134.794.308,82
b. Belanja Daerah ................ Rp 1.058.974.718.130,52 (-)
Surplus/(defisit) cocooeveiiiiiiiiiira Rp (96.839.923.821,70)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan ................ Rp 266.464.280.015,86
2. Pengeluaran ............... Rp 0,00 ()
Pembiayaan Netto .......c..cooeoveiiiiiiiiiiinnn.n. Rp 266.464.280.015,86 (+)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp 169.624.356.194,16

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(77.346.399.651,84)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan.. Rp 1.039.481.193.960,66
D. RealiSasSi..icciiiiiiiiiiiiiii e Rp 962.134.794.308,82
Selisih lebih/(kurang) ......c..ccocoveieennne. Rp (77.346.399.651,84)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 246.970.755.846,00

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan.......... Rp. 1.305.945.473.976,52
D, ReAlISAST ettt Rp. 1.058.974.718.130,52
Selisih lebih/(kurang) ......c..ccocoeeieennne. Rp. (246.970.755.846,00)



3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah
Rp 169.624.356.194,16 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan .......... Rp (266.464.280.015,86)
b. RealiSasi ......ccoveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecce, . Rp (96.839.923.821,70)
Selisih lebih/(kurang).......c..ccccoeeennenne. Rp 169.624.356.194,16

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
RpO0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan.............cocceveennennn... Rp 266.464.280.015,86
D. RealiSasSi..ccivciviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiinens Rp 266.464.280.015,86
Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
RpO0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp 0,00
b. RealiSasi ....ccocoverviniiiiiiiiiiiiiii e Rp 0,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi  pembiayaan neto sejumlah
RpO0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 266.464.280.015,86
b. RealiSasi ...c..ccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeee, Rp 266.464.280.015,86
Selisih lebih / (kurang) Rp 0,00

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset ......cooviiiiiiiii Rp 1.688.836.085.886,70

b. Jumlah kewajiban .........c..cooiviiiiiiiiii, Rp 7.084.525.875,94

c. Jumlah ekuitas dana .........ccccoeiiiiiiiiiiineennnn. Rp 1.681.751.560.010,76
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 ....... Rp 266.464.280.015,86
b. Arus kas dari aktivitas operasi .............ceeuenenen. Rp 84.997.606.845,16
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp (181.837.530.666,86)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan .................. Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran .............. Rp 0,00
f. Saldo Kas per 31 Desember 2019:
1. KasdiKasDaerah ......ccccoooiiiiiiiiiiiinnnn. Rp 157.523.697.617,73
2. Kas di Bendahara Pengeluaran ..................... Rp 9,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan........................ Rp 34.187.000,00
4. Kas di Bendahara FKTP.........ccoeeviviiiiiiiiinnnnen. Rp 4.797.465.894,15



S. KasdiBLUD ....cccoiiiiiiiiiiiiiiiceeccece, Rp 4.680.087.821,78

6. Kas Lainnya (BOS SD SMP) .....cccccvvviiiniiiinnnnen. Rp 2.567.732.455,30
7. Setara Kas ....ccoooiiiiiiiiiiiiiiiie Rp 0,00 (+)
Jumlah Rp 169.603.170.797,96

Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal .........c..cooeviiiiinnenn. Rp 266.464.280.015,86
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan.........c.c.ooiiiiiiiiiiiiiiinninae. Rp (266.464.280.015,86)

Jumlah ... Rp 0,00

c. Sisalebih/kurang pembiayaan ........................ Rp 169.624.356.194,16

JUumlah ..o Rp 169.624.356.194,16

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun SebelumnyaRp 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir .......c..ccooveiinianenn. Rp 169.624.356.194,16

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Surplus Operasi :

Pendapatan LO.......ccooiiiiiiiiiiiiiiiicceen Rp 998.775.399.413,92
Beban e Rp 948.323.052.614,72
Surplus dari Operasi.....cceveuvereiiiiiiiiiiiienene, Rp 50.452.346.799,20
c. Surplus dari kegiatan non operasional :
- Surplus Penjualan Aset Non Lancar .......... Rp 0,00
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar ............ Rp 0,00
c. Pos Luar Biasa
-Beban Luar Biasa ..ot Rp 44.298.970.440,00
d. Surplus LO .o Rp 6.153.376.359,20
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai
berikut :

a. Ekuitasawal .......cccooviiiiiiiiiiiiii e, Rp 1.668.718.601.023,18
b. Surplus/ (defisit) LO ....oooieiiiiiiiiiiiiien, Rp 6.153.376.359,20
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/

kesalahan mendasar.........ccoceeviieiiniiiiniinnnnnn. Rp 6.879.582.628,38
d. Ekuitas AKhir ......ccoocoiiiiiiiiiiiiiiieeeeen Rp 1.681.751.560.010,76



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g

tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

S P @ ™Mo a0 o
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Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar

Pengurangan Aset Tetap Daerah

Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD /Perusahaan Daerah.



Pasal 11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum

dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 17 September 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 168-9/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN/ HUKUM,

(. L
/
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014




